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I N T I S A R I
Sitti Maryam Bahri, Nomor Induk Mahasiswa E12113025, Program Studi
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur, dibawah
bimbingan Bapak Prof. Rasyid Thaha, M. Si. sebagai pembimbing I dan
Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbig II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
peluang pembentukan BUM Desa serta peran atau usaha Pemerintah
Daerah dalam mendorong pembentukan (BUM Desa) di Kabupaten Luwu
Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian
kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dari dua Desa yang menjadi
sampel yaitu Desa Bangun Jaya dan Desa Tarengge masing mempunyai
Faktor-faktor yang menjadi peluang untuk mendorong pembentukan BUM
Desa, tapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif karena
kurangnya pengetahuan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dan
pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi tersebut serta
analisispendalaman potensi secara ilmiah terkait peluang yang ada di tiap
Desa belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur,
adapun analisis untuk pembentukan tersebut diserahkan ke tiap-tiap
Desa. Kedua, dengan berlandaskan Undang-undang yang ditopang oleh
Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mewajibkan Desa
untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa. Adapun usaha yang
ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan BUM
Desa dengan memberikan hibah melakukan pendampingan teknis dan
memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam.
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A B S T R A CT
Sitti Maryam Bahri, Student Identity Number E12113025, Government
Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin
University compiled a thesis entitled Analysis of Establishment of Village
Owned Enterprise (BUM Desa) in East Luwu Regency, under the
guidance of Prof. Rashid Thaha, M. Si. as mentor I and Mr. Rahmatullah,
S.IP, M.Si. as mentor II.
This study aims to determine the opportunities for the establishment of
BUM Desa and the role or business of the Regional Government in the
formation (BUM Desa) in East Luwu regency. To achieve these objectives
used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data
collection technique is done by observation, interview, and document and
archive by using qualitative descriptive analysis technique. This research
aim to know the opportunity of BUM Desa formation and also role or effort
of Local Government in establishment (BUM Desa) in East Luwu Regency.
To achieve these objectives used qualitative research methods by parsing
data descriptively. Data collection technique is done by observation,
interview, and document and archive by using qualitative descriptive
analysis technique.
The results showed: First, from two villages sampled Bangun Jaya Village
and Tarengge Village have Factors which become an opportunity to
encourage the establishment of BUM Desa, but in its implementation still
not run effectively because of lack of knowledge, creativity and innovation
of society and government The village in developing the potential and
scientifically deepening analysis of potential opportunities in each village
has not been undertaken by the local government of East Luwu regency,
while the analysis for the establishment is submitted to each village.
Secondly, based on the Law underpinned by the Regional Regulation, the
East Luwu District Government requires the Village to establish and
establish the Village BUM. The efforts undertaken by Local Government in
realizing the formation of BUM Desa by providing grants to technical




Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki
otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat
membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal
berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang),
sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat,
di Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori
tertinggal. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur
Indonesia.Indikator tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat
kemiskinan tinggi, memiliki mayoritas penduduk yang miskin, belum
mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang tidak terkelola
dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan
dasar.Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era
otonomi daerah , seharusnya menjadi perwujudan untuk kekuatan di
berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas
kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Desa.
Kini Desa menghadapi era baru. Undang-undang No 6 tahun 2014
tentang Desa, hendak mengantarkan Desa sebagai penyangga
2kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya,
ekonomi, bahkan politik.
Pada PP nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47
tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang
untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya
regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat Desa untuk
berubah. Desa memasuki era self governing community dimana Desa
memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan.
Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra Desa (kecamatan,
kabupaten, propinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan
Desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong
terbangunnya kesepakatan pengelolaan Desa, mampu menumbuhkan
dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi
prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan
sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi
indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA,
khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara
Kesatuan”, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal
implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan,
untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.
3Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah
memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Dalam undang-undang mengatur bahwa pemerintah
Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak,
wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul
dan adat istiadat setempat. Masyarakat desa memiliki kesempatan yang
sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan
baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan-
perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai
sosial budaya yang ada di Desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan
kearifan.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan
masyarakat, Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari
pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah
serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes
yang dapat diusahakan oleh pemerintah Desa adalah dengan mendirikan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yaitu suatu lembaga/badan
perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan
masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. Walaupun
4seyogyanya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten, namun
diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi
terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itu perlu suatu
lembaga yang dapat mengelola potensi Desa dengan maksimal, maka
didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya
berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat,
pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-
lain. Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan
Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan
Legislatif. Pemerintahan Desa inilah yang selanjutnya mengayomi
masyarakat serta mengurus kepentingan Desa dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan.
Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen
mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut
BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan
Nawa Cita dengan pemaknaan sebagai berikut:
1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk
menghadirkan institusi negara (kementrian Desa PDTT) dalam
kehidupan bermasyarkat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut
Tradisi Berdesa).
52. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan mebangun
indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi
Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa
dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha
ekonomi kolektif Desa.
Selain itu Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan
Menteri Desa PDTT No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan
berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Definisi
kewenangan lokal berskala Desa dalam pasal 1 angka 4 permendesa
tersebut adalah:
“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.
Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi
BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan
lokal berskala Desa.
Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses namun ada
pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum
memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha
sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan
juga sosial sangat besar. Peran stake holder sangat berpengaruh
6terhadap pengelolaan dan perkembangan BUM Desa. Seperti yang
tertuang dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM
Desa dengan:
1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam
di Desa.
Efektifitas pendirian BUM Desa sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan bahkan
politik. Hal dasar yang dicita-citakan BUM Desa adalah untuk
mensejahterkan seluruh masyarakat Desa. Hal itu pula yang menjadi
pendorong pemerintah di Kabupaten Luwu Timur untuk menjalankan
secara efektif dan menyeluruh.
kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan dan 124 Desa.
Data awal yang didapatkan oleh penulis terdapat tujuh BUMDesa yang
terdaftar SIMBUMDES Sulawesi Selatan dan dua BUM Desa yang belum
terdaftar. Dari data tersebut terlihat bahwa pendirian BUMDesa di
kabupaten luwu timur belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mewujudkan
Desa mandiri diharapkan kerjasama stakeholder yang terlibat untuk
bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDesa, dalam hal ini
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus
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akan membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus
untuk masyarakat Desa itu sendiri.
Hal itu didorong oleh salah satu misi dari Pemerintah kabupaten
Luwu timur yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan
didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.Menurut
analisis penulis dengan terealisasinya fungsi BUM Desa akan
mewujudkan misi dari pemerintah kabupaten terkhusus dalam hal
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data awal yang
didapatkan penulis kabupaten Luwu Timur memiliki enam dimensi yang
menjadi potensi berdasarkan karakteristik wilayahnya. Adapun potensi
tersebut meliputi:
1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk
yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk
berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup
tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat
dikembangkam untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan.
Dimana kondisi eksistingmenunjukkan bahwa kawasan hutan
kabupaten Luwu Timur mencapai
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini
ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana ditiap kecamatan
8cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan,
perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sekitar pertambangan, dimana sektor ini merupakan sektor
yang sangat memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB
kabupaten Luwu Timur.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir diseluruh kecamatan.
6. Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan sektor pertanian
sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat.
(Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Timur)
Berdasarkan gambaran umum potensi yang dimiliki oleh
Kabupaten Luwu Timur diatas akan menjadi tolak ukur pembentukan dan
pendirian BUM Desa. Dan hal itu pula yang melatar belakangi penulis
mengangkat judul “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur” untuk mengetahui bagaimana
usaha-usaha atau proses yang telah ditempuh dalam mewujudkan
pembentukan BUM Desa secara merata dan peran serta Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa di
Kabupaten Luwu Timur.
91.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah dikemukakan
pada latar belakang yang berisi tentang pengalaman langsung serta hasil
penelusuran awal penulis terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di
kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan masalah penelitian dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pembentukan Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pembentukan badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan di atas , maka yang menjadi tujuan penelitian adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi
potensi pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui perandan langkah-langkah yang dilakukan





Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima penulis
selama menjadi mahasisswa ilmu pemerintahan Universitas
Hasanuddin Makassar. Selain itu, dengan penelitian ini penulis
mampu menganalisis tentang permasalahan yang ada di
Pemerintahan lingkup kecil (Desa) khususnya di lembaga BUM
Desa.
2. Manfaat praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian,
masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat
bermanfaat baik bagi pemerintah kabupaten luwu timur dalam
pengelolaan dan pengembangan BUM Desa serta untuk pemerintah
desa secara khusus.
3. Manfaat metodologis
Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah
wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan
melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan





Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep
yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah
pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai
pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik
realitas yang ada.
Sebelum melakukan penelitian, perlu mengemukakan teori-teori
sebagai landasan konsep serta kerangka fikir untuk menggambarkan dari
sudut pandang mana penelitian menyoroti masalah yang diangkat.
Sugiono (2005: 55 ) menyatakan landasan teori perlu di tegakkan agar
penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan
coba-coba. Berikut konsep yang berkaitan dengan judul penulis.
2.1.2Konsep Analisis
Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analusis” yang berarti
melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang
berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian
analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal
atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen
pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih
lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai
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bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial.
Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya
saja cara dan metode analisanya berbeda-beda pada tiap bagian
kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu
metode yang disebut dengan metode ilmiah. Adapaun konsep analisis
menurut para ahli adalah sebagai beriku:
a. Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk
memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan
satu sama lainnya.
b. Menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan
membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi
yang dinamis dan pesan yang disampaikan.
2.1.3 Konsep Desa
Desa berasal dari bahasa Sansekerta dhesiyang berarti “tanah
kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan
keseherhanaannya. Ada beberapa istilah desa, misalnya gampong
(Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), dan
huta (Batak). Berikut adalah pengertian desa menurut para ahli
kependudukan dan undang-undang.
a. R.Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial,
ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam
hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
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b. P.J Bournen, Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan
bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling
mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari
pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh
hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu
terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan
kaidah-kaidah sosial.
c. R.H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat
berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu
wilayah yang tertentu batas-batasanya: memiliki ikatan lahir dan
batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena
sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan
keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;
memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
e. UU No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional
dan berada di daerah Kabupaten.
f. UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.1.4 Konsep Desa Mandiri
Kemandirian Desa secara konseptual identik dengan otonomi
Desa. Tetapi undang-undang Desa hanya mengenal Desa mandiri atau
kemandirian Desa. Konsep otonomi desa sengaja dihilangkan oleh
Undang-undang Desa. Mengapa? Konsep otonomi Desa sebenarnya
sudah lama dikenal dalam perbincangan akademik, politik dan bahkan
juga dikenal dalam regulasi-regulasi sebelumnya.
Berdasarkan tafsir atas konstitusi dan pengalaman sejarah yang
panjang, banyak ilmuan sosial di masa lalu telah memperkenalkan konsep
“otonomi asli” yang melekat pada Desa atau sebutan-sebutan lain seperti
nagari , gampong, marga, lembang, kampung, negeri dan lain-lain.
Mereka mengatakan bahwa otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat,
dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.
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Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli
yang dimiliki oleh Desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat
melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum pedata,
memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1962; T.Ndraha, 1991;
HAW Widjaja, 2003). Susunan asli dan hak asal-asul atau sering disebut
hak bawaan atau hak purba merupakan jantung konsep otonomi asli
Desa.Konsep otonomi Desa sebenarnya muncul dalam UU No. 22 tahun
1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dalam penjelasan UU No. 32 tahun
20014 ditegaskan sebagai berikut:
“Undang-undang ini mengakui otonomi yang oleh desa ataupun dengan
sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah dapat diberikan
penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah tertentu. Sedang
terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa desa yang bersifat
administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun
karena alasan lain yang warganya pluralis, majemuk, ataupun heterogen,
maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri”.
Konsep otonomi asli juga dikenal sebagai salah satu asas
pengaturan Desa dalam PP No. 72 tahun 2005, turunan dari UU No. 32
tahun 2004, meskipun secara sempit hanya terbatas pada otonomi
pemeintahan Desa. Artinya kewenangan pemerintahan Desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal
usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat
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setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi
pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
Namun otonomi asli yang terpusat pada susunan asli dan hak asal
usul itu di sepanjang sejarah mengalami distorsi yang serius. Pertama,
negara melakukan intervensi dengan mengubah atau bahkan merapas
hak asal usul. Penyeragaman Desa merupakan contoh terkemuka, yang
diikuti dengan perampasan tanah-tanah adat. Kedua, otonomi asli
dipraktikkan secara sempit dengan tindakan mengisolas Desa, yang
menyuruh dan membiarkan Desa mengelola dirinya sendiri dengan
swadaya dan gotong royong.
Di sepanjang sejarah intervensi ituyang melemahkan Desa, dan
isolasi yang membuat Desa menjadi tertinggal dan tidak mampu. Karena
itu di era reformasi wacana dan gerakan otonomi Desa menguat, baik
melalui eksperimentasi secara lokal maupun advokasi kebijakan terhadap
RUU Desa. Naskah akademik RUU Desa sangat kuat mempromosikan
otonomi Desa, meskipun didalamnya tidak mengenal “Desa Otonom”.
Ketika pembahasan RUU Desa, pemerintah, DPD dan DPR sepakat untuk
menghilangkan konsep otonomi Desa, sebab otonomi Desa sangat politik
yang dentik dengan desentralisasi atau daerah otonom tingkat III.
Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang diamanatkan
UU Desa, tentu bukan \hal baru. Konsep yang nonpolitis ini sudah dikenal
sejak 1993, yang kemudian menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di
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berbagai tempat. Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah,
BUMN, perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang ramai
memperbincangjan dan menggerakkan Desa mandiri . tetapi sejauh ini
tidak ada makna tunggal tentang Desa mandiri, meskipun Bappenas
bersama BPS telah mengukur Desa mandiri dengan berbagai indikator
fisik dan sektoral seperti kondisi fasilitas publik Desa.
Kemandirian Desa harus dibedakan dengan kesendirian dan
kedirian. Kemandirian Desa bukanlah kesendirian, bukan juga kedirian
(aurchy). Kedirian berarti ego yang kuat sebgai respons atas intervensi
pemerintah dan pihak lain yang menghormati Desa. Desa mengklaim
bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara
penuh, Desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan
denga pihak lain, serta menganggap warga pendatang disebut sebagai
“orang lain” yang berbeda dengan “orang asli”. Sedangkan kesendirian
artinya desa mengurus maupun membangun dirinya sendiri dengan
sumberdaya yang dimilikinya tanpa dukungan negara tidak hadir
mendukung Desa, atau negara melakukan isolasi terhadap Desa.
Kemandirian Desa tentu tidak berdiri sendiri. Tetapi sangat
penting untuk melihat relasi antara Desa dengan negara, termasuk
memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap Desa. Memang ada
dilema serius kehadiran (intervensi) negara terhadap Desa. kalau negara
tidak hadir salah, tetapi kalau hadir keliru. Konsep kesendirian Desa
menunjukkan bahwa negara tidak hadir, dalam hal ini negara melakukan
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isolasi terhadap Desa, sehingga wajar kalau ada ribuan Desa berpredikat
sebagai Desa tertinggal.
Pada kutub yang lain, kehadiran negara yang berlebihan pada
ranah Desa yang bisa disebut sebagai pemaksaan (imposition)justru akan
melumpuhkan prakarsa lokal dan kemandirian Desa. Arturo Israel (1987),
misalnya mengingatkan bahwa intervensi yang terlalu kuat pada dasarnya
berkorelasi negatif dengan kinerja sebuah lembaga atau komunitas.
Artinya, semakin kuat intervensi maka semakin rendah kinerja lembaga
tersebut. Demikian juga, intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada
Desa, malah tidak akan menciptakan kemajuan dan kemadirian Desa.
karena itu, israel menyebutka bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan
kemandirian lembaga sangat diperlukan dukungan politik sepenuhnya
oleh pengendali kekuasaan baik di dalam maupun di luar. Bentuk
dukungan politik, meminjam Soedjatmoko (1987), bisa dengan
pengembangan swaorganisasi (selforganization) dan swakelola
(selfmanagement).
Karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian
emansipasi Desa. emansipasi Desa pada dasrnya berbicaratentang
persamaan hak dan pembebasan dari dominasi. Dengan kalimat lain,
emansipasi Desa berarti desa tidak menjadi objek imposisi, dominasi dan
penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiritegak sebagai subyek
pemberi manfaat. Desa bermanfaat melayani kepentingan masyarakat
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setempat dan bergerak membangun ekonomi termasuk dalam kategori
emansispasi itu.
Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat Desa yang
kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya Desa yang membanggakan
dan kemampuan Desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah
lain, Desa mandiri bertumpu pada trisakti Desa yaitu; karsa, karya,
sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai
Desa berdikari. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi,
budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya
kegiatan ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya sistem partisipatif
Desa, serta terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi
dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan
serta pemberdayaan Desa.
2.1.5 Konsep Desa Membangun Ekonomi
Tema Desa membangun ekonomi merupakan bagian dari model
pembangunan yang digerakkan oleh (vilage drivendevelopment),
khususnya di sektor ekonomi. Sebagai seoarang sarjan ekonomi Totok
Daryanto, anggota pansus RUU Desa, sangat getol berbicara tantang
desa sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Kepala Desa bersama
masyarakat dapat memanfaatkan aset lokal maupun melakukan
konsolidasi lahan subsisten menjadi lahan produktif, dengan pola
pertanian kolektif, peternakan kolektif atau hutan kolektif. Pembangunan
yang digerakkan oleh Desa seharusnya:
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1. Pemerintah desa, khususnya kepala Desa mengambil prakarsa dan
melakukan konsolidasi gerakan Desa membangun ekonomi.
2. Pemerintah desa bersama masyarakat melakukan aksi kolektif
(kebersamaan) membangun ekonomi lokal.
3. Kolektifitas itu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi aset lokal
yang bersedia dan tentu layak jual.
4. Pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme,
gerakan dan bagi hasil dilakukan melalui musyawarah Desa.
Kedepan, dengan dana Desa yang lebih besar, bisa digunakan
sebagai sumberdaya investasi bagi desa untuk membangun ekonomi
lokal. Ekonomi lokal berbasis Desa bisa digerakkan oleh para borjuis
lokal, dan juga bisa digerakkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa). Sesuai dengan peraturan mentri desa no. 4 tahun 2015
BUMDesa mempunyai sejumlah karakteristik.
1. Pembentukan BUM Desa bersifat kondisional, yakni membutuhkan
sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan
BUM Desa.
2. BUM Desa merupakan usaha Desa yang berisikan kepemilikan
kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya
dimiliki oleh masyarakat, bukan juga dimiliki oleh individu melainkan
menjadi milik pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda dengan
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koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya,
BUM Desa dimiliki dan bermanfaat hanya untuk angotanya, BUM
Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Desa dan
masyarakat secara keseluruhan.
3. Mekanisme pembentukan BUM Desa bersifat inklusif, deliberatif, dan
partisipatoris. Artinya BUM Desa tidak cukup dibentuk oleh
pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah Desa yang
melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional
musyawarah Desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi
dalam BUM Desa, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.
4. Pengelolaan BUM Desa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi
teknokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas,
dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah
Desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditujukan pada
komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUM
Desa dari pemerintah Desa merupakan komponen penting untuk
menjaga akuntabilitas BUM Desa.
Ada optimisme tetapi ada juga skeptisisme dalam menyambut
kehadiran BUM Desa. pandangan yang skeptis sungguh risau melihat
BUM Desa. kerisauan utama yang mengemuka adalah ketidakjelasan
status hukum (legal standing) yang jelas, maka usaha Desa ini tidak bisa
menjadi subyek yang melakukan perbuatan hukum (misalnya meminjam
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uang di bank maupun kerjasama bisnis) untuk mengakumulasi modal.
Menurut pandangan ini, jika tidak berstatus hukum, maka BUM Desa
selamanya akan kerdil dan hanya bergerak di ranah lokal Desa.
Dalam pembahasan RUU Desa ada harapan besar untuk
menjawab kerisauan hukum itu. Ada harapan begitu BUM Desa lahir, ia
berbadan hukum seperti koperasi. Namun UU Desa tidak berhasil
menjawab harapan ini. UU Desa menegaskan bahwa BUM Desa legal
tetapi tidak berbadan hukum, namun ia bisa memiliki unit-unit usaha
berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang
jelas, BUM Desa disiapkan menjadi institusi dan gerakan ekonomi
berbasis Desa.
Visi UU Desa dapat ditangkap pula dari jalan ideologis pemerintah
seperti tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Nasional). 2015- 1019 yang dikenal dengan Trisakti. Tiga butir
dalam trisakti adalah :
1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Berkepribadian dalam kebudayaan.
Pelaksanaan UU Desa secara konsisten membuka peluang dalam
mewujudkan jalan ideologis di atas. Sebagai kesatuan masyarakat hukum
terdasar dan terdepan, men-support visi UU Desa adalah sama dengan
mengembangkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan berkepribadian.
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Kemandirian ekonomi Desa merupakan aspek penting dari UU Desa.
Melalui UU Desa, kemandirian ekonomi dirintis melalui pengelolaan aset
Desa yang dipayungi oleh kewenangan berdasar hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
2.1.6 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
a. Definisi BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Badan usaha milik desa atau yang disingkat BUM Desa dalam
undang-undang No 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut:
“Badan Usaha Milik Desa, selanjunya disebut BUM Desa , adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat Desa”.
BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika
pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu
akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam
merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang
beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan
lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan
kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
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peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak
berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat
mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan
danpotensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka
peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah
satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus
memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini
dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga
desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di
pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat.
Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul
Buku PanduanPendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) menyatakan bahwa:
“BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi
sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial
(commercialinstitution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada
kepentinganmasyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan
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pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan
mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan
jasa) ke pasar.” (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3)
Terdapat 8 (delapan) ciri utama yang membedakan BUMDes
dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan
kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang
dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan
potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang
menopang kehidupan ekonomi masyarakat
4. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan
tenaga kerja potensial yang ada didesa
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
6. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan
melalui musyawarah desa
7. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa
(village policy)
8. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya
dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti
pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.
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Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat
mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah
Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan
peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting
untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan
bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda)
maupun Peraturan Desa (Perdes).
Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus
masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi
perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong
organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa
sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya
saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada
dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap
lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan
antara lain:
1. pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan
nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga
memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang
dikembangkan,
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4. menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal
dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini
terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa
melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu,
keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan
sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu
melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
secara optimal.
Dalam kehidupan berdesa dikenal konsep tradisi berdesa.
Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental
yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi berdesa paralel dengan
kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya
tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari tradisi berdesa
dalam pendirian BUM Desa adalah:
 BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas,
kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang
menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
 BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis
Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan
usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
 BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang
bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
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Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa
mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
 BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU
Desa sebagai usaha yang menampung seluruh kegiatan di bidang
ekonomi dan/atau kerja sama antar Desa.
 BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam
menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa
yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
 BUM Desa melakukan tranformasi terhadap program yang diinisiasi
oleh pemerintah (Goverment driven; proyek pemerintah) menjadi
“Milik Desa”
b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87-90.
BAB X Badan usaha Milik Desa
Pasal 87
1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut
BUM Desa
2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 88
1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa.
Pasal 89
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Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
a. Pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Desa, pemeberdayaan masyarakat Desa, dan
pemberian bantuan untukmasyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial, dan kegiatan dana berguliryang ditetapkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja Desa.
Pasal 90
Pemerintah, Pemerintah Darah Provinsi, Pemerintah
DaerahKabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong
perkembangan BUM Desa dengan:
a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya
alam di Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian,
pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik
Desa pasal 2, 4 dan 5.
BAB II Pendirian BUM Desa
Pasal 2
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Pasal 4
1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa
tentang pendirian BUM Desa.
2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. Inisiatif pemerintah Desa dan/ masyarakat Desa;
b. Potensi Usaha Ekonomi Desa;
c. Sumber daya alam di Desa;
d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
dan
e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
Pasal 5 ayat 1 “pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa,
sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa,
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pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang
pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan
musyawarh Desa”.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 3 tahun 2015 tentang
Desa pasal 146 ayat 1 “Desa dapat mendirikan BUM Desa”.
4. Peraturan Desa di tiap Desa.
c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha
Milik Desa, dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUM Desa sebagai berikut:
1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi
ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau
dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
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8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli
Desa.
Pendirian dan pengeloaan Badan Usaha Milik Desa adalah
merupakan perwujudan dari pengeloaan ekonomi produktif desa yang
dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,
akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk
menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa tersebut dapat berjalan
secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan
BUM Desa.
d. Fungsi Badan Usaha Milik Desa
Logika pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan
potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM
Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat Desa, serta
mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (user-owned,
user-benefited, and user-controlled), transparansi, emansipasi, akuntabel,
dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help.Dari
semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus
dilakukan secara professional dan mandiri.
BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang
berfungsi sebagai Lembaga Sosial (social instution) dan Komersial
(commercial institution).
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1. Fungsi social artinya BUM Desa berpihak kepada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan
social.
2. Fungsi komersial artinya BUM Desa bertujuan mencari keuntungan
melalui penawaran sumber daya local (baik barang maupun jasa) ke
pasar.
Mekanisme operasionalisasi BUM Desa diserahkan sepenuhnya
kepada masyarakat Desa.Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan
terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga
ekonomi yang memiliki dua fungsi yaitu social dan komersial.Dengan tetap
berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan
dihormati.Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat
pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Desa.
2.1.7 Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)
Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu
pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1)
UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT
No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran BUM Desa]. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam
peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan
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pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan
usaha ekonomi.
Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-
undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian
BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang
mempertimbangkan:
(a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
(b) potensi usaha ekonomi Desa;
(c) sumberdaya alam di Desa;
(d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
(e)penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola
sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan
legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berskala
Desa. Didalam peraturanbupati tersebut dicantumkan rumusan pasal
(secara normatif) tentang:
a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang
Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi
lokal Desa;
b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan
Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa;
34
Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul danKewenangan Lokal Berskala
Desa yang mengembangkan isiPerbup/Walikota tersebut dengan
memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa
setempat.
Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan
bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar KewenanganBerdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUM
Desa tersebut harussinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa yangjuga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan
bidangpelaksanaan pembangunan Desa.
Aras prosedural dan teknokratik pembentukan BUM Desa
memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUM Desa secara partisipatif.
Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi
usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.
1. sosialisasi tetang BUM Desa.
Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah (Dinas terkait), Pemerintah Desa, BPD, KPMD
(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), baik secara langsung maupun
bekerjasama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan
dikecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan
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Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi
Kemasyarakatan atau perusahaan).
Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan
kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian
BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya.
Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-
progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan
memberikan manfaat kepada Desa.
2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang
bersifat strategis.Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat
dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUM Desa secara
partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan
kepada hak dan kewajiban masyarakat.
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3. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDesa
Susunan nama pengurus yang telah dipilihdalam Musdes,
dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan
Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.(Lampiran:
AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).
Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan
bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar KewenanganBerdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUM
Desa tersebut harussinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa yangjuga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan
bidangpelaksanaan pembangunan Desa.
Aras prosedural dan teknokratik pembentukan BUM Desa
memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUM Desa secara partisipatif.
Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi
usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.
2.2 Kerangka Konsep
Kebijakan pemerintah mengenai BUM Desa telah mendorong
banyak pemerintah daerah untuk melakukan studi banding ke daerah-
daerah yang telah menjalankan BUM Desa. Kegiatan tersebut
dilaksanakan untuk mempelajari proses pembentukan dan juga mengenai
proses penyusunan. Pemerintah kabupaten Luwu Timur termasuk salah
satu yang melaksanakan program pengembangan BUM Desa.
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Pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dilakukan oleh pemerintah
Daerah, pemerintah Desa bersama masyarakat. Pengelolaan yang
melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk
mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat imulai sejak awal pendirian sampai dengan
pengelolaan lembaga tersebut.
Tujuan utama dari pendirian BUM Desa adalah untuk
meningkatkan perekonomian Desa dalam hal ini yaitu meningkatkan
pendapatan asli Desa, meningkatkan potensi Desa dan diharapkan
menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
pedesaan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai penyelenggara
pemerintahan di salah satu wilayah otonom di Indonesia juga tidak lepas
terhadap kewajiban untuk mengawal pelaksanaan BUM Desa, baik Desa
yang belum mendirikan maupun yang telah menjalankan, serta
mendorong peningkatan kinerja BUM Desa sesuai dengan tujuan dan
fungsinya. Berdasarkan uraian diatas maka berikut adalah bagan
kerangka konsep penelitian:
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Gambar 2.1 : Kerangka Konsep
• UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
• Peraturan Mentri Desa tentang pendirian BUM Desa
No 4 tahun 2015.



















1. Inisiatif Pemerintah Desa
2. Potensi usaha ekonomi
Desa
3. Sumber Daya Alam (SDA)






3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Luwu
Timur, yang dimana Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu dari 24
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten luwu timur
merupakan kabupaten paling timur di provinsi sulawesi selatan. Secara
administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi
yaitu Sulawesi tengah disebelah utara dan timur dan provinsi Sulawesi
tengara disebelah selatan.
Adapun fokus dari penelitian ini akan di tempatkan di bagian Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan dua Desa yang
menjadi sampel penelitian yaitu:
1. Desa Tarengge (Desa yang belum mendirikan BUM Desa).
3. Desa Bangun Jaya (BUM Desa Harapan).
Adapun waktu yang diperkirakan penulis ialah selambat-
lambatnya satu bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat
dan mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti.
3.2 Tipe dan dasar Penelitian
Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian
deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada
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dilapangan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di
Kabupaten Luwu Timur.
Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara
secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi
dari sejumlah informan yang dianggap cakap dan mampu untuk dapat
memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam
melakukan suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan
data yang digunakan dalam meneliti adalah:
a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
c. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-
buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah
penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas
internet.
d. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
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yang berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
dan sebaginya.
3.4 Informan Penelitian
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan
yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan
budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan
penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak
mengetahui atau terlibat langsung.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud
atau tujuan tertentu, yang man menganggap bahwa informan yang diambil
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan
dilakukan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur.
2. Tenaga pendamping Profesional (Pendamping Teknis) sebagai
fasilitator pembentukan dan pengembangan BUM Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tarengge, sebagai Desa
yang belum mendirikan BUM Desa.
4. Kepala Desa Tarengge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur sebagai
Desa yang belum mendirikan BUM Desa.
5. Kepala Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur
sebagai Desa yang telah mendirikan BUM Desa.
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6. Pengurus/Pengelola BUM Desa (Desa Bangun Jaya).
3.5 Sumber data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data
sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder.
Kedua data ini digunakan karena mendekati objek penelitian yang penulis
gunakan.
1. Data Primer
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari
lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah ahasil wawancara
dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar
berkompeten dan bersedia memberikan data informasi yang
dibutuhkan, yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah
satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
2. Data Sekunder
Selain data primer, juga akan digunakan data sekunder sebagai
penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder lainnya
diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-
buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang
diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga
terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.
3.6 Objek Penelitian
Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa terkait dan
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pengurus BUM Desa yang ada di kabupaten Luwu Timur. Pemilihan objek
penelitian ini didasari oleh peran dan tanggung jawab instansi terkait
dalam pelaksanaan pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.
3.7 Definisi Operasional
a. BUM Desa : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnyakesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa yang
dimaksud dalam penelitian ini yaitu BUM Desa yang ada di
Kabupaten Luwu Timur, salah satu diantaranya yaitu BUM Desa
“Harapan” yang terletak di Desa Bangun Jaya, yang menjadi BUM
Desa percontohan di kabupaten Luwu Timur.
b. Faktor-faktor yang mendukung Pembentukan BUM Desa : Sebagai
implementasi dari aturan perundang-undangan yang berlaku, yang
menginginkan pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa). Adapun yang menjadi pendukung pembentukan
BUM Desa yaitu: inisiatif pemerintah Desa, potensi usaha ekonomi
Desa, sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia yang
mampu mengelola BUM Desa, serta penyertaan modal dari
pemerintah Desa.Faktor-faktor yang dimaksud lebih mengarah
kepada sampel Desa yang belum mendirikan BUM Desa yaitu Desa
Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
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c. Peran Pemerintah Daerah dalam pembentukan BUM Desa : sebagai
langkah yang ditempuh Pemerintah daerah bersama Pemerintah
Desa dalam mewujudkan pembentukan dan mendorong
perkembangan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Adapun
langkah-langkah tersebut yaitu : memberikan hibah atau akses
permodalan, melakukan pendampingan teknis atau akses ke pasar
serta memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya
alam di Desa. peran yang dimaksud lebih mengarah ke Desa yang
menjadi sampel telah mendirikan BUM Desa yaitu Desa bangun
Jaya.
3.8 Pengumpulan Data
Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan
dengan penelitian melalui wawancara, kajian pustaka dan sebagainya.
Dalam hal wawancara peneliti menggunakan perekam suara seperti
handphone, daftar pertanyaan dan lain-lain. Pada saat pengumpulan data,
peneliti harus berhati-hati dalam mencatat data, jangan sampai
dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data yang dikumpulkan adalah
data-data yang relevan, sehingga Faktor-faktor pembentukan sampai
peran pemerintah mengenai BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur dapat




Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bab
pembahasan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian
ini, data kemudian digabungkan menjadi sebuah informasi yang tersusun
dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga apa yang terjadi mudah
diamati dan akan membantu peneliti dalam menentukan penarikan
kesimpulan secara benar. Penyajian data ini berupa analisis peneliti
tentang objek yang diteliti.
Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami hal yang
terjadi dalam proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.
Semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan
informasi secara lebih sistematis mengenai pembentukan BUM Desa di
Kabupaten Luwu Timur sesuai amanah undang-undang terkait.
3.10 Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam
penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses
penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduam
buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis
data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti
pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan
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menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai.
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan
mengenai implementasi pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu
Timur. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian
beserta hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian
menggambarkan secara umum Kabupaten Luwu Timur yang meliputi
sejarah, luas dan batas wilayah administrasi, demografi, jumlah penduduk
serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang
merupakan perangkat daerah yang membidangi Desa termasuk
pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu bab ini
menguraikan gambaran umum BUM Desa, peluang pembentukan BUM
Desa serta bagaimana usaha pemerintah daerah dalam pembentukan
BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.
4.1 Profil Daerah Penelitian
4.1.1 Profil Kabupaten Luwu Timur
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di
sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari
Kecamatan Mangkutan di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di
sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.
Dalam perjalanan panjang pembentukan kabupaten ini, terangkai
suka dan duka bagi para penggagas dan penginisiatif yang akan menjadi
kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Semuanya telah
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menjadi hikmah yang dapat dipetik pelajaran dan manfaat tak ternilai guna
kepentingan membangun daerah ini di masa depan. Secara kronologis,
sekilas perjalanan panjang itu, dapat dilukiskan sebagai berikut:
1) Kisaran Tahun 1959
Pada Bulan Januari Tahun 1959, situasi ketentraman dan
keamanan pada hampir seluruh kawasan ini, sangat mencekam dan
memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak yang
membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota Malili. Peristiwa ini,
secara langsung melahirkan semangat heroisme yang membara,
khususnya di kalangan para pemuda pada` waktu itu, untuk berjuang
keras dengan tujuan membangun kembali wilayah eks Kewedanaan Malili
yang porak poranda. Gagasan pembentukan kabupaten pun merebak dan
diperjuangkan secara bersungguh-sungguh. Sebagai dasar utamanya,
secara sangat jelas termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N.
1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua
Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan, termasuk di antaranya
bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi
Kabupaten. Namun pada realitas, ternyata terdapat 3 Daerah Ex Onder
Afdeling yakni Malili, Masamba dan Mamasa belum dapat diwujudkan
pembentukannya, terutama disebabkan karena alasan situasi keamanan
yang belum memungkinkan pada waktu itu.
2) Kisaran Tahun 1963
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Harapan kembali berkembang, ketika dikeluarkan Resolusi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD –GR) Daerah tingkat II
Luwu di Palopo, Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tanggal 2 Mei 1963, yang
menyetujui Ex Onder Afdeling Malili menjadi Kabupaten. Kemudian,
sebagai perkembangannya, dikeluarkanlah Resolusi Nomor 9/Res/DPRD-
GR/1963 yang memutuskan untuk meninjau kembali Resolusi Nomor
7/Res/DPRD-GR/1963 tersebut, sehingga terdapat konsiderans yang
berbunyi sebagai berikut: “mendesak Pemerintah Pusat RI Cq.
Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah agar membagi
Dati II Luwu menjadi 4 Dati II yang baru terdiri dari Dati II Palopo, Dati II
Tanah Manai, Dati II Masamba dan Dati II Malili”.
3) Kisaran tahun 1966
Berdasarkan laporan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada
sidang seksi Pemerintahan V tanggal 2 Mei 1966, dihasilkan kesimpulan
sepakat untuk menyetujui tuntutan masyarakat Ex Kewedanaan Malili
menjadi Daerah Tingkat II dengan nama Kabupaten Malili dengan Ibukota
di Malili. dilanjutkan pada Paripurna VI DPRD Propinsi Sul-Sel tanggal 9
Mei 1966 disetujui Ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten. Lahirnya
keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan
mahasiswa yang berasal dari wilayah Eks Kewedanaan Malili, dimana
secara bersama-sama kalangan muda tersebut dengan penuh semangat
mendesak DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk merekomendasikan
pembentukan Kabupaten di Wilayah Eks Kewedanaan Malili. Keputusan
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itu disikapi oleh kalangan mahasiswa dengan semangat heroik dengan
melakukan long-march dari Makassar menuju ke wilayah Eks
Kewedanaan Malili guna mensosialisaikan Keputusan DPRD Propinsi
Sulawesi Selatan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi mereka, baik
karena minimnya fasilitas maupun tantangan kurangnya jaminan
keamanan pada masa itu.
Hal tersebut, tidak sedikitpun melemahkan semangat para
Mahasiswa untuk menguinjungi wilayah Eks Kewedanaan Malili, mulai
dari Wotu, Mangkutana, Malili, Tabarano dan Timampu serta kembali ke
Makassar. Beberapa bulan kemudian dilakukan pertemuan antara
perwakilan penuntut dan penggagas Kabupaten yang diprakarsai oleh
Ikatan Keluarga Eks Kewedanaan Malili (IKMAL) dengan Gubernur
Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1966, Gubernur Sul-
Sel pada waktu itu Achmad Lamo menyatakan: “Sebenarnya Malili
menjadi Kabupaten tinggal menunggu waktu saja “. Pada tanggal 8
Oktober 1966 Panitia Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Malili
dan Masamba menghadap Sekjen Depdagri pada waktu itu (Soemarman,
SH). Pada pertemuan itu, Sekjen berjanji akan mengirimkan Tim ke
Daerah yang bersangkutan.
4) Kisaran tahun 1999
Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan
ruang kebebasan lebih luas terhadap `wacana pemekaran Daerah di
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimamfaatkan sebagai
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momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat
Ex Kewedanaan Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten. Pada awal
tahun 1999, saat pemekaran Kabupaten Luwu sedang dalam proses,
timbul kembali aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan dan
mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembentukan
suatu Kabupaten pada wilayah Eks Kewedanaan Malili sesuai dengan
Amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi-Selatan.
Menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu yang
beragam, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan
DPRD Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan pada
pasal 2 sebagai berikut ; Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk
selain menyetujui Pemekaran Daerah TK. II Luwu menjadi 2 ( Dua )
kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, agar melanjutkan Pemekaran
Kabupaten Daerah Tingkat II dengan menjadikan bekas Kewedanaan
(Onder Afdeling) Masamba dan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling)
Malili masing-masing menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II serta
peningkatan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Madya Daerah TK.
II.
Meskipun aspirasi dan tuntutan masyarakat Luwu Timur untuk
membentuk Kabupaten Luwu Timur yang otonom sesuai dengan hak
historis dan kecukupan potensi yang dimiliki belum terealisasi, namun
tidak mengurangi semangat dan tekad masyarakat Luwu Timur untuk
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berjuang mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini dibuktikan dengan
digelarnya Pertemuan Akbar masyarakat Ex Kewedanaan Malili pada
tanggal 18 Maret 2000 di Gedung pertemuan Masyarakat Malili yang
menghasilkan rekomendasi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur
dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ex
Kewedanaan Malili yang hasilnya telah diusulkan melalui surat Nomor
005/PP-Alu/2000 tanggal 20 April 2000 Tentang Usul Pemekaran Luwu
Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Utara.
Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luwu Timur maka
lahirlah keputusan DPRD Luwu Utara mengeluarkan SK tentang
Pembentukan Pansus dan SK Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari
2001 Tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2
(dua) wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang
merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara. Hal ini, kemudian
direspon oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan
mekanisme yang ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang
persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan
penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan DPRD
Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap Pembentukan ex
Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, kepada Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tertanggal 04 April 2002, Nomor
100/134/Bina PB.Bang Wil .
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5) Kisaran Tahun 2002-2003
Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran
Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan
mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda
tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu
Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi
yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang
- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari
2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang -
Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan
sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai
berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan
Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu
gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur
yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan
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bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu
Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari
yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili.
Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan
hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif
Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang
memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara
kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga
Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
B. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi
kabupaten luwu timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/
kota di provinsi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan
kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi,
Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi
Tengah disebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara
disebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan
langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Luas
wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km2 atau sekitar 11,14
persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di ketinggian 0-
1.20 m di atas permukaan laut (dpl).
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Gambar 4.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten luwu timur secara administratif terdiri dari 11
kecamatan, 124 Desa dan 3 kelurahan. Adapun 11 kecamatan yaitu,
Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti,
Nuha, Wasuponda, Mangkutana Dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah
kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km2 atau sekitar 26,21 persen
dari luas wilayah kabupaten Luwu Timur. Kota Malili merupakan ibukota
kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara Kota Makassar,
ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan
darat (±12 jam) ataupun udara (Sorowako ±45 menit dari Bandara
Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar).
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Tabel 4.1
Luas Kecamatan di Kabupaten LuwuTimur
Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran
rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal
menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13
(tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat
potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik
dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km2 – kedalaman
95 m), Danau matano (luas 245,70 km2 kedalaman 589 m), Danau
Mahalona (luas 25 km2 kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2
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(dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa
(luasnya 171,5 Ha).
C. Demografi
jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data
tahun 2014 mencapai jumlah 277.488 jiwa dengan jumlah nrumah tangga
sebanyak 68.872 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah
tangga sebanyak 4 (empat) jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah
penduduknya adalah Kecamatan malili sebesar 40.188 jiwa kemudian
Kecamatan Burau dengan 34.841 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak
32.810 jiwa.
Pada tahun 2014 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu
Timur sebesar 40 jiwa per/km2. Kecamatan yang paling padat adalah
kecamatan Tomoni timur dengan kepadatan 296 jiwa per/km2. Sedangkan
kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah kecamatan
wasuponda dan mangkutana masing-masing sebesar 17 jiwa per/km2.
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011-2014
No Usia Laki – Laki Perempuan Jumlah
1 0 – 14 48.980 46.010 94.990
2 15 – 64 88.467 83.537 172.004
3 65+ 5.232 5.262 10.494
Jumlah 142.679 134.809 277.488
sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2015
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Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
No Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Burau 31.726 34.630 34.050 34.346 34.841
2 Wotu 29.153 29.153 29.658 29.952 30.396
3 Tomoni 22.972 23.418 23.363 23.453 23.825
4 Tomoni Timur 12.439 12.522 12.599 12.678 12.979
5 Angkona 24.344 24.792 24.812 24.792 25.921
6 Malili 33.386 36.625 37.656 39.566 40.188
7 Towuti 28.349 29.536 31.425 33.427 32.810
8 Nuha 25.532 23.052 23.429 23.323 23.436
9 Wasuponda 18.860 19.848 20.281 20.604 20.722
10 Mangkutana 20.601 21.288 21.059 21.650 21.578
11 Kalaena 11.211 11.163 11.108 11.379 11.413
Total 267.863 266.532 269.734 275.523 277.488
Pertumbuhan
Penduduk -0,5% 1,19% 2,10% 0,71%
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur 2015
Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan
perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu
Timur sebesar 105,84 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu timur
terdapat sekitar 106 laki-laki.
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4.1.2 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepeda Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai
konsekuensi dari terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan
Undang-undang No 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, salah satu
kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya dalam bidang
pemebrdayaan, pengelolaan keungan dan kepegawaian daerah.
Salah satu kewenangan yang diberikan adalah bidang
Pemberdayaan, sebagai tindak lanjut kewenagan tersebut dibentuklah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Luwu Timur berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur No 36
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah No 4 Tahun
2008 tentang Pemebentukan Organisasi dan Inspektorat, Bappeda,
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
a. Tugas dan fungsi Organisasi
Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
mempunyai fungsi sebagai berikut:
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan Desa.
2. Pemberian dukungan atas peneyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.
b. Struktur / Kondisi organisasi
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:
a. Sub bagian perencanaan.
b. Sub bagian keuangan.
c. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang pemerintahan Desa/kelurahan, membawahi 2 (dua) sub
bagiam yaitu:
a. Sub bidang bina pemerintahan desa/kelurahan.
b. Sub bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi
desa/kelurahan.
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4. Bidang kelembagaan, partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi
membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu:
a. Sub bidang pengembangan kelembagaan dan perencanaan
partisipatif.
b. Sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
5. Bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna membawahi 2
(dua) sub bidang yaitu:
a. Sub bidang pemberdayaan sumber daya alam
perdesaan/kelurahan
b. Sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna
perdesaan/kelurahan.
Jumlah pegawai yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebanayak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 20
orang PNS dan 10 orang tenaga upah jasa posisi tahun 2016, dengan
uaraian menurut fungsinya sebagai berikut:
1. Kepala badan : 1 orang
2. Sekretaris badan : 1 orang
3. Kepala bidang : 3 orang
4. Sub bagian : 3 orang
5. Sub bidang : 6 orang
6. Staf : 9 orang
7. Upah jasa staf : 9 orang
8. Sopir : 2 orang
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9. Cleaning service : 1 0rang
10.Penjaga kantor : 1 orang
4.1.3 Profil Desa Tarengge
1. Kondisi Desa
Desa Tarengge merupakan salah satu Desa dari 16 (Enam
belas)Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Desa
Tarengge terdiri atas 4 ( Empat ) Dusun yakni Dusun Madani,Dusun
Lawani, Dusun Tarengge, Dusun segitiga Emas, Desa Tarengge
adalah Desa Agraris dan menjadi pusat pertemuan antara 5 Propinsi di
Sulawesi Selatan sehingga Desa Tarengge di beri Gelar sebagai Segitiga
Emas. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini.
2. Sejarah Desa
Pada tahun 1967 Bersamaan keluarnya aturan pemerintah Pusat
menghendaki adanya keseragaman Admintrasi Pemerintahan pada saat
itu juga terbentuk Desa Tarengge pecahan dari Desa Lampanai Kec. wotu
dan yang pertama di tunjuk oleh Camat sebagai pejabat adalah Zainuddin
Dg Matterru sampai Tahun 1982. Tahun 1982 – 1991 Zainuddin Dg
Matterru Digantikan oleh Muh. Idris Nompo mantan Danramil Wotu
sampai Tahun 1991. Dan pada Tahun 1986 tarengge di mekarkan
menjadi 2 Desa yaitu Desa Maramba dan Sebagai Kepala Desa Maramba
pertama adalah Sakarani pada Tahun 1986. Kemudia pada tahun 1990
63
Desa Tarengge di mekarkan lagi yaitu Desa kalaena dan kepala desa
Kalaena pertama adalah Kasim Maduppa.
Tahun 1991-1993 Terjadi transisi Pemerintahan Desa tarengge di
jabat oleh Jabir Isto sampai akhir tahun 1993. Dan pada Tahun 1993
dimekarkan lagi yaitu Desa Karambua dan sebagai Kepala Desa
Karambua pertama yaitu Muchtar Nasir pada tahun 1993. Tahun 1993-
1999 Pada akhir tahun 1993 resmi dipilih dan diangkat oleh Hasanuddin .
BA samapai Tahun 1999. Tahun 1999-2000 Terjadi transisi pemerintahan
dan pada waktu itu di jabat sementara oleh Drs. Sapei’ Basir Tahun 1999
s/d 2000. Tahun 2000-2008 Diadakan pemilihan yang terpilih dan di
angkat sebagai Kades adalah Patawari.M sampai tahun 2008 sebagai
periode I. tanggal 24 November 2008 kembali di adakan pemilihan Kepala
Desa Tarengge dan terpilih adalah Patawari.M dan di Lantik pada tanggal
5 Januari 2009 oleh Bupati Luwu Timur di Aula kantor Bupati Luwu Timur
sebagai periode II dan berakhir 5 Januari 2015. Pada tanggal 6 Januari
2015 terjadi kembali transisi Pemerintah Desa Tarengge di jabat Oleh
Jamaluddin samapai tanggal 15 November 2015 dan Resmi di pilih dan di
angkat Anwar sebagai Kades Tarengge yang baru dan dilantik pada
Tanggal 16 November 2016 Sampai sekarang.
3. Geografis & Demografi
a. Geografis
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Desa Tarengge terletak 45 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu
Timur, atau 4 Km dari Ibukota Kecamatan Wotu, dengan luas wilayah 9,14
Km2, dengan batas-batas sebagai berikut :
b) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tadulako.
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lampenai.
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarengge Timur.
e) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cendana Hijau.
b. Tingkat Pendidikan




SD SMP SLTA SARJANA
727 364 310 202 66
c. Mata Pencaharian
Tabel 4.5 : Mata Pencaharian
PETANI PEDAGANG PNS BURUH HONORE
R
3 90 13 64 24
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4. Potensi
Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi
Desa Tarengge yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi
untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun
yang akan datang adalah :
a. Sumberdaya Manusia
Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang
melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada
beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai
jurusan.
Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka
putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan
Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa
Tarengge dalam meraih visi cerdas.
4.1.4 Profil Desa Bangun Jaya
A. Potensi Sumber Daya Alam
1. Batas Wilayah
Sebelah Utara : Desa Wonorejo Timur Kecamatan
Mangkutana
Sebelah Selatan : Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni
Sebelah Timur : Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur
Sebalah Barat : Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni
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2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas tanah sawah : 187.19 Ha
Luas tanah kering : 77.45 Ha
Luas tanah basah : 0.00 Ha
Luas tanah perkebunan : 142.00 Ha
Luas fasilitas umum : 9.49 Ha
B. Potensi Sumber Daya Manusia
1. Jumlah Penduduk
Laki-laki : 1429 Orang
Perempuan : 1182 Orang
Jumlah total : 2431 Orang




Warga Negara Indonesia 1249 orang 1182 orang
Warga Negara Asing 0 orang 0 orang




Islam 1239 orang 1169 orang
Kristen 6 orang 9 orang
Katholik 0 orang 0 orang
Hindu 4 orang 4 orang
Jumlah 1.249 orang 1.182 Orang
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C. Mata Pencaharian Pokok
Tabel 4.8
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan
Petani 391 orang 74 orang
Buruh Tani 15 orang 13 orang
Pegawai Negeri Sipil 19 orang 17 orang
Pengrajin 13 orang 0 orang
Pedagang barang kelontong 4 orang 0 orang
Peternak 1 orang 0 orang
Perawat swasta 0 orang 2 orang
POLRI 1 orang 0 orang
Pengusaha kecil, menengah
dan besar 3 orang 2 orang
Guru swasta 5 orang 4 orang
Dosen swasta 1 orang 0 orang
Pedagang Keliling 12 orang 6 orang
Tukang Kayu 5 orang 0 orang
Tukang Batu 5 orang 0 orang
Pembantu rumah tangga 0 orang 1 orang
Karyawan Perusahaan Swasta 18 orang 3 orang
Karyawan Perusahaan
Pemerintah 2 orang 0 orang
Wiraswasta 146 orang 15 orang
Konsultan Manajemen dan
Teknis 1 orang 0 orang
Tidak Mempunyai Pekerjaan
Tetap 34 orang 20 orang
Belum Bekerja 231 orang 203 orang
Pelajar 210 orang 185 orang
Ibu Rumah Tangga 7 orang 476 orang
Purnawirawan/Pensiunan 5 orang 1 orang
Jumlah Total Penduduk 2.151 orang
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4.2 Gambaran Umum BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur
1. BUM Desa yang Terdaftar
Salah satu solusi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan adalah melalui
Program pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hal tersebut
yang melatar belakangi pemerintah kabupaten luwu timur dalam
mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa. Namun, dalam
perjalanannya banyak hambatan dan tantangan yang ditemui oleh
pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam merealisasikan
kebijkan nasional tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan bersama
Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa mengungkapkan
bahwa:
“Tahun 2017 adalah tahun bumdes. Dimana di tahun 2017 tiap desa
diwajibkan untuk membentuk bumdes sehingga di tahun 2018 semua
bumdes telah berjalan dan beroperasi sesuai dengan unit usaha yang
telah dirancang” (wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen,
S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017)
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah
daerah sangat mengharapkan tiap Desa untuk segera membentuk dan
mendirikan BUM Desa. Dengan adanya batasan waktu yang ditentukan
diharapkan pemerintah Desa mampu memanfaatkan tahun 2017 untuk
menggali potensi yang dimiliki Desa agar lebih siap dan memiliki konsep
yang matang untuk mewujudkan BUM Desa yang mampu
mensejahterakan masyarakat Desa. Dalam proses pelaksanaan
pembentukan dan pendirian BUM Desa peran pemerintah daerah dan
69
pemerintah desa harus saling bersinergi agar tujuan BUM Desa dapat
terealisasi. Dilain sisi pembentukan BUM Desa di kabupaten Luwu Timur
sudah memiliki payung hukum yang jelas baik itu Peraturan daerah
maupun peraturan di tiap Desa.
Berikut adalah BUM Desa yang telah terdaftar di Dinas
Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD):
Tabel 4.9
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Sumber: Sub bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur.
Berdasarkan data diatas dapat tergambarkanbahwa dari 124
jumlah Desa dan 11 kecamatan di kabupaten luwu timur, yang terdaftar
membentuk BUM Desa sebanyak 21 desa dari delapan kecamatan. Jadi,
ada 103 Desa yang belum membentuk dan mendaftarkan BUM Desanya
di DPMD. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas, ada
beberapa hambatan yang ditemui pemerintah desa dalam mewujudkan
pembentukan BUM Desa di tiap-tiap Desa di kabupaten Luwu Timur.
2. BUM Desa yang Berjalan
Wacana kelahiran BUM Desa terus mendorong Desa-Desa se-
kabupaten luwu timur bangkit dan merubah nasibnya. Dengan bekal aset
dan potensi mereka membentuk dan mendirikan lalu menciptakan rupa-
rupa kreatifitas dan langkah berani yang patut diberi apresiasi dalam
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usaha membangun kesejahteraan bagi warga. Sejak tahun 2015 ada
beberapa Desa yang mulai mengabil langkah untuk membentuk lembaga
usaha BUM Desa.
“Sejak dilakukannya sosialisasi di tahun 2015 ada beberapa desa yang
mencoba untuk mengambil langkah untuk segera membentuk BUM Desa.
Termasuk dua Desa yang telah menjadi pilot project yaitu Desa Bangun
Jaya kec. Tomoni dan Desa Laskap kec. Malili. Dan sampai saat ini ada
lima Desa yang mampu menjalankan BUM Desanya berjalan dan
beroperasi walaupun dalam perjalanannya mereka masih jatuh bangun.
Tapi merupakan awal yang baik untuk memberikan contoh bagi Desa-
Desa yang belum mendirikan BUM Desa”. (wawancara bersama Kepala
Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli
2017).
Dari hasil wawancara diatas dalam rentan waktu dua tahun
Kabupaten Luwu Timur berhasil membentuk dan mendirikan BUM Desa.
Dari pencapaian tersebut masih dianggap kurang dalam pelaksanaannya
karena pemerintah daerah mewajibkan setiap Desa untuk membentuk dan
mendirikan BUM Desa. Sebanyak 119 Desa yang belum mendirikan BUM
Desa sampai tahun 2017. Jumlahnya masih sangat banyak dari jumlah
Desa keseluruhan, dalam perjalanannya Desa masih memiliki banyak
hambatan dan tantangan dalam merealisasikan pelaksanaan
pembentukan dan pendirian BUM Desa.
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Tabel 4.10
Jumlah BUM Desa yang berjalan sampai Tahun 2017
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dari data diatas ada dua Desa yang terbilang sukses dalam









































































































4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi terbentuknya Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur
Pemerintah pusat memberikan peluang kepada
kabupaten/kota di seluruh Tanah Air untuk membentuk Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa) untuk mendongkrak pendapatan asli desa
yang ada di daerah setempat.
Sebagai lembaga bisnis sosial dan jika berorientasi pada
keuntungan, BUM Desa harus kokoh dan mampu membaca peluang
ditengah tengah masyakarat sebagai upaya menciptakan BUM Desa yang
terus hidup dengan ditopang oleh sumber daya yang memadai.
Pembentukan BUM Desa memberikan peluang Desa untuk
memberdayakan masyarakatnya dengan mengidentifikasi potensi-potensi
apa saja yang dimiliki oleh setiap Desa. Potensi- potensi Desa yang
menjadi pertimbangan dalam Pembentukan BUM Desa adalah Sebagai
berikut :
a. Inisiatif Pemerintah Desa
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan tersebut,
pemerintah memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah
78
tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan
penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
Inti dari otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari
tingkatan pemerintahan. Mengingat adanya otonomi yang telah diberikan
kepada Desa, maka pemberian kewenangan Pemerintah Desa
merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah Desa untuk dapat mengatur
rumah tangganya sendiri. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Sebagai daerah yang otonom, Desa berhak mendapatkan sumber
pendapatan. Sumber pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa,
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari
pihak ketiga.Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan
desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan
berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,
keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai
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ekonomi.Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi
sarana mewujudkan pembangunan desa.
Pada dasarnya, kekayaan milik Desa merupakan aset Desa yang
semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat Desa sekarang hingga
mendatang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian kekayaan milik desa.Pengelolaan kekayaan desa ini
merupakan amanah yang diberikan masyarakat desa kepada Pemerintah
Desa. Dimana untuk melakukan pengelolaan kekayaan milik desa, Kepala
Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tata
cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah.Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dalam urusan
penyelenggaran pemerintahan desa dibantu perangkat desa.Kepala Desa
berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik
desa.Namun, Kepala Desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa yang
merupakan kekuasannya dapat menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa.Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
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anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Berdasarkan uraian diatas peran pemerintah Desa sangat kuat
dalam pembentukan dan pendirian BUM Desa, mulai dari proses
perencanaan sampai proses evaluasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah
Desa mengetahui secara detail kondisi Desa. Dalam penelitian ini ada dua
Desa yang menjadi fokus peneitian yaitu Desa yang telah mendirikan
BUM Desa dan Desa yang baru merintis pembentukan BUM Desa. Terkait
inisiatif Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa
berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Desa tarengge:
“Dari pemerintah daerah kami telah diarahkan untuk membentuk BUM
Desa di tahun ini, di Desa tarengge sendiri belum terlaksana karena habis
libur lebaran, tapi insyaallah bulan ini akan diadakan musyawarah Desa
untuk membentuk BUM Desa. adapun langkah-langkah yang akan kami
tempuh yaitu musyawarah bersama BPD, tokoh masyarakat lalu
pemberian nama BUM Desa dan terakhir pembentukan badan pengurus
BUM Desa”. (wawancara bersama Kepala Desa Tarengge Bapak Anwar,
S.Pd, di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli 2017).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Desa Tarengge
sebagai pengambil keputusan tertinggi akan segera mendirikan BUM
Desa di tahun ini. Hal itu karena himbauan dari Pemerintah Daerah dan
memang Desa Tarengge memiliki potensi untuk kemudian dikembangkan
menjadi sebuah lembaga ekonomi untuk mengelola aset Desa.
Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, sebagai Desa yang lebih
dulu merintis BUM Desa dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. BUM
Desa “Harapan” yang diresmikan pada 27 September 2016 merupakan
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Desa yang inovatif serta patut diberi apresiasi karena usaha yang
dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa
dan sebagai Desa percontohan. Hal ini di karenakan inisiatif dari
pemerintah Desa bersama masyarakat untuk merealisasikan BUM Desa.
Tenaga Ahli mengungkapkan salah satu hambatan yang ditemui
dalam proses pembentukan BUM Desa adalah kemauan dari Kepala
Desa. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya regulasi yang tidak
mendukung serta dampak BUM Desa yang tidak terlalu signifikan. Namun,
hal itu bukan penghambat untuk Pemerintah daerah terkhusus Tenaga
Ahli di Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk BUM Desa, masalah
tersebut mampu diatasi oleh pendamping Desa yang tesebar di seluruh
kecamatan bersama Tenaga Ahli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dalam meyakinkan Pemerintah Desa bahwa BUM Desa
memiliki manfaat sebagaimana fungsinya yaitu sebagai lembaga sosial
dan lembaga ekonomi.
BUMDes dapat didirikan oleh Pemerintah Desa untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,
serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Oleh karenanya, pendirian
BUMDes sudah sepatutnya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa,
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal
didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian
BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda
perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan
pendiriannya, BUMDes sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi)
masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes,
maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes sehingga
masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan
pengelolaan BUMDes kedepannya.
b. Potensi Ekonomi Desa
Potensi Desa adalah segala sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan
untuk keberlangsungan dan perkembangan Desa. Dalam hal inipotensi
ekonomi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki Desa untuk kemudian
mempunyai nilai jual atau bernilai ekonomi.
Ada 3 (tiga) sektor dalam potensi ekonomi Desa yaitu:
1. Sektor primer, meliputi pekebunan, pertanian, dan perikanan.
2. Sektor sekunder, meliputi pengolahan dan industri.
3. Sektor tersier, meliputi perdagangan jasa, pelayanan dll.
Dua Desa yang menjadi fokus penelitian merupakan desa yang
memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai wilayah yang
cukup strategis untuk memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada.
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a. Desa Tarengge
Dari 142 Desa yang ada di kabupaten Luwu Timur, Desa
Tarengge merupakan salah satu Desa yang belum membentuk atau
mendirikan BUM Desa. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang kurang
mendukung proses pelaksanaan terbentuknya BUM Desa tersebut.
Berdasarkan analisis Kepala Desa Tarengge ada beberapa hal yang
menjadi peluang dan hambatan dalam mendorong pembentukan BUM
Desa.
“salah satu aset yang berpeluang untuk pembentukan BUM Desa yang
dimiliki oleh Desa tarengge adalah sungai yang bisa dikelola menjadi
objek wisata Desa, namun dalam proses realisasi masih banyak
masyarakat yang acuh dan belum paham tentang manfaat BUM Desa. hal
ini di karenakan SDM yang belum memadai dan kurangnya kreatifitas
masyarakat”. (wawancara bersama Kepala Desa Tarengge Bapak Anwar,
S.Pd, di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli 2017).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, Desa Tarengge memiliki
sumber daya alam yang cukup memadai untuk mendorong pembentukan
BUM Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa wajib memanfaatkan aset
Desa dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendayagunakan atau
mengembangkan aset tersebut. Dari pembahasan tersebut seharusnya
hubungan pemerintah Desa dan masyarakat harus diperkuat dengan cara
berpartisipasi aktif dalam hal pengembangan ekonomi Desa terkhusus
untuk pembentukan BUM Desa.
Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis. ada bebarapa potensi
yang harus digali lagi, contohnya mengembangkan home industri. Di desa
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terengge ada beberapa home industri yang cukup terkenal yaitu
pengolahan kripik pisang tanduk. Ada beberapa masyarakat yang
mencoba untuk mengembangkan dan memasarkannya sendiri, jika hal ini
dapat dimanfaatkan dan menerima bantuan oleh pemerintah Desa akan
sangat lebih berkembang dan mampu mensejahterakan masyarakat Desa
serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.
“Desa tarengge memiliki aset yaitu tanah milik Desa yang bisa dikelola
oleh lembaga BUM Desa, karena kondisi lahan tersebut sekarang menjadi
lahan kosong dan tidak terurus. Sebaiknya lahan tersebut dimanfaatkan
untuk kebutuhan masyarakat dan lebih baik lagi jika difungsikan untuk
pengelolaan BUM Desa” (Wawancara Bersama anggota BPD Desa
tarengge, tanggal 18 Juli 2017)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut Desa Tarengge memiliki
aset berupa tanah milik Desa, yang jika di fungsikan akan bernilai
ekonomi.
b. Desa Bangun Jaya
Kabupaten Luwu Timur dalam slogannya yaitu “menuju Luwu
Timur terkemuka Tahun 2021” juga ingin mensejahterakan masyarakatnya
di tingkat Desa dengan cara meningkatkan pendayagunaan segala
potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia maka dipandang perlu untuk dibentuk
dan didirikan BUM Desa. saat ini ada 5 (lima) BUM Desa yang sedang
berjalan dan beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu Desa yang
menjadi pilot project atau percontohan adalah BUM Desa Harapan yang
terletak di Desa Bangun Jaya kec. Tomoni.
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BUM Desa Harapan yang diresmikan pada 27 September 2016
merupakan Desa yang inovatif serta patut diberi apresiasi karena usaha
yang dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM
Desa dan sebagai Desa percontohan (pilot project). Berikut adalah unit
usaha yang dikelola BUM Desa “Harapan”:
1. ATK
2. Foto copy





Berdasarkan analisis kepala Desa ada beberapa potensi yang
yang menjadi keinginannya, diantaranya yaitu:
1) Raskin yang dikelolah oleh BUM Desa.
2) BPJS yang dikelolah sendiri oleh BUM Desa.
3) Penyewaan tenda acara.
4) Penyewaan mesin pencacah untuk kegiatan pertanian.
“kami ingin mengembangkan beberapa unit usaha tambahan, tetapi dalam
prosesnya kami terhambat di modal. Contohnya penyewaan tenda acara,
yang jika dihitung-hitung memiliki banyak keuntungan jika di realisasikan ”.
(wawancara dengan Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di
kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli 2017 ).
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itu adalah beberapa poin yang menurut kepala Desa bangun Jaya
merupakan potensi untuk kemudian dikembangkan melalui lembaga BUM
Desa.
Dari penjelasan kedua Desa tersebut, Desa tarengge memiliki
hambatan di pembentukan BUM Desa terkait kurangnya pengetahuan
masyarakat ataupun Pemerintah Desa terkait potensi atau aset Desa yang
bisa dikelola oleh BUM Desa, selain itu sumberdaya manusia yang belum
memumpuni untuk mengelola aset yang ada, serta tidak ada adanya
langkah nyata Pemerintah Desa ataupun Masyarakat untuk memulai.
Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, Desa ini selangkah lebih
maju dari Desa Tarengge. Dalam mendorong perkembangan BUM Desa
“Harapan” Pemerintah Desa sudah memiliki beberapa keinginan untuk
mengembangkan usaha yang ada dan memanfaatkan sumber
pendapatan yang lainnya, namun dalam proses pelaksanaanya ada
kendala yang ditemui yaitu modal usaha yang tidak mencukupi.
c. Sumber Daya Alam Desa
Sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan
materi-materi dan potensi alam yang terdapat di planet bumi yang
memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat
berupa benda hidup (unsur-unsur hayati), yaitu hewan dan tumbuhan.
Terdapat pula benda mati (nonhayati), seperti tanah, udara, air, bahan
galian atau barang tambang. Selain itu terdapat pula kekuatan-kekuatan
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alam menghasilkan tenaga atau energi. Misalnya, panas bumi
(geothermal), energi matahari, kekuatan air, dan tenaga angin. Segala
sesuatu yang berada di alam (di luar manusia) yang dinilai memiliki daya
guna untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercipta kesejahteraan hidup
manusia tersebut dinamakan sumber daya alam (natural resources).
Dalam pengertian lain sumber daya alam adalah semua kekayaan alam
yang terdapat di lingkungan sekitar manusia yang dapat dimanfaatkan
bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati
maupun benda hidup yang berapa di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia.Sumber Daya Alam adalah unsur
lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam
non hayati dan sumber daya buatan, merupakan salah satu aset yang
dapat dimanfaatkanuntuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai
modal dasar pembangunan sumber daya alam harus dimanfaatkan
sepenuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya,
cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan
mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya
untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Berikut adalah
gambaran mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten
Luwu Timur dan juga sebagai penunjang terbentuknya BUM Desa dalam
hal pemanfaatan sumber daya alam.
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1. Potensi Sektor Pertanian
Potensi sektor pertanian sangat ditunjang oleh kemampuan lahan
sebagai media tumbuh bagi tanaman pertanian dan perkebunan termasuk
pakan ternak untuk usaha peternakan.Lahan sawah di kabupaten Luwu
Timur seluas 24.074 hektar, terdapat 22.110 hektar yang menggunakan
irigasi, 1.699 hektar merupakan sawah tadah hujan dan pasang surut 265
hektar. Lahan kering di Kabupaten Luwu timur diantaranya digunakan
untuk berbagai keperluan. Sebanyak 25.404 hektar digunakan sebagai
tegal/kebun, 11.934 hektar untuk ladang/huma, 33.487 hektar untuk
perkebunan, 2.871 hektar untuk hutan rakyat, 9.092 hektar untuk tanah
gembala/padang rumput.
Rata-rata produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di
kabupaten Luwu timur pada tahun 2013 sebesar 68,39 kuintal/hektar
dengan luas panen sebesar 38.571 hektar dan produksi 263.818,98 ton.
Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah kecamatan wotu
dengan total produksi 50.352,10 ton dari luas panen sebesar 5.761 hektar.
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Gambar 4.2. Grafik Produksi padi menurut Kecamatan di Kab. Luwu Timur tahun
2013 (Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, 2014)
Sub sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman
buah-buahan, tanaman biofarma dan tanaman hias. Komoditi yang
disajikan pada tanaman sayuran meliputi sawi, kacang panjang, cabe,
cabe rawit, tomat, terong, kangkung dan bayam. Pada tahun 2013
produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan Kabupaten Luwu
Timur adalah tanaman kacang panjang dengan produksi 98 ton.
Sedangkan tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi
mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, rambutan dan duku.
Tanaman obat-obatan meliputi jahe, laos, kencur, kunyit dan temulawak
dengan produksi terbesar adalah jahe sebanyak 2.382 kg.
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Gambar 4.3. Produksi perkebunan rakyat kelapa
sawit menurut kecamatan (ton) tahun 2013 (Sumber:
Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, 2014)
2. Potensi Kehutanan
Sebagian besar Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah
hutan. Berdasarkan data dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur,
sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat luas hutan lindung adalah
238.589,52 ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar
179.552,45 ha, hutan produksi terbatas sebesar 96.554,38 ha, hutan
produksi tetap sebesar 9.135,32 ha dan hutan produksi yang dapat di
konversi sebesar 17.759,63 ha. Sedangkan untuk produksi kayu hutan,
ada tiga jenis produksi kayu hutan di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya
dalam bentuk kayu bulat sebesar 12.614,38 m3, kayu gergajian sebesar
10.386,98 m3 dan kayu lapis sebesar 12.839,71 m3.
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3. Potensi Peternakan
Pada tahun 2013 di Kabupaten Luwu Timur tercatat populasi
ternak sapi potong sebanyak 13.298 ekor, kerbau sebanyak 1.022 ekor,
kambing sebanyak 7.594 ekor dan babi sebanyak 15.028 ekor. Selain itu
pada periode yang sama tercatat ayam kampung sebanyak 177.777 ekor,
ayam pedaging sebanyak 169.835 ekor dan ayam petelur sebanyak
81.337 ekor. Pada tahun 2013 kegiatan pemotongan ternak tercatat
sebanyak 1.394 ekor sapi, 404 kambing, 630 ekor babi, 9.773 ayam
buras, 37.846 ekor ayam pedaging dan 254 ayam petelur.
4. Potensi Perikanan
Potensi perikanan di Kabupaten Luwu Timur cukup besar karena
Luwu Timur terletak di pesisir teluk Bone sehingga tidak mengherankan
jika produksi perikanan di Kabupaten ini relatif cukup besar. Pada tahun
2013, produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 42.497,11
ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebanyak 8.840,11 ton
dan perikanan budidaya sebanyak 33.657 ton.
Kecamatan Malili, Angkona, Burau dan Wotu merupakan
produsen utama perikanan laut di Kabupaten Luwu Timur. produksi ikan
laut di Kabupaten Luwu Timur diantaranya tongkol, tuna, tenggiri, layang,
kerapu dan teri. Produksi ikan laut yang paling banyak adalah ikan layang
yakni sebanyak 1.250,4 ton sedangkan produksi perikanan budidaya yang
terbesar adalah rumput laut Gracillaria SP yaitu 119.706 ton. Produksi
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rumput laut Gracillaria SP ini masih dalam keadaan produksi basah.
Apabila di konversi ke dalam produksi kering sebesar 11.970,6 ton.
Dari pembahasan mengenai sumber daya alam diatas terlihat
bahwa kabupaten luwu timur memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari
potensi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan merupakan
potensi yang mampu dikelola untuk kemudian bernilai ekonomis serta
mampu mendorong tiap Desa untuk memanfaatkan SDA yang dimiliki.
Sumber data yang penulis dapatkan diatas yaitu bersumber dari
Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Luwu Timur Tahun 2011-
2031. Berdasarkan hasil penelitian kepala Dinas mengungkapkan belum
ada analisis secara ilmiah yang dilakukan DPMD terkait potensi tiap Desa
Yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
“Usaha yang dilakukan dinas untuk menganalisis secara ilmiah potensi
alam tiap desa belum ada. Tapi seharusnya ada tindakan dari dinas terkait
analisis tersebut. Karena kami menganggap itu penting. Hal ini dilatar
belakangi karena belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni
untuk melakukan riset terkait potensi yang dimiliki Desa ”. (wawancara
bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD.
Tanggal 06 Juli 2017).
Dari wawancara tersebut terlihat bahwa secara ilmiah Dinas
terkait belum melakukan riset secara mendalam terhadap potensi yang
dimiliki tiap Desa untuk menjadi pertimbangan usaha ekonomi dalam
menunjang pembentukan BUM Desa dan dalam pernyataannya penelitian
atau analisis secara ilmiah penting dilakukan untuk mengawal dan
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menginisiasi Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa dengan
memanfaatkan aset Desa berupa sumber daya alam yang ada.
d. Sumber Daya Manusia yang Mampu Mengelola BUM Desa
Salah satu aspek yang tak kalah pentingnya untuk dikelola oleh
BUM Desa adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Manusia
(pengelola, manajemen dan karyawan)sebagai motor penggerak kegiatan
usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUM Desa
sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di Desa. sayangnya SDM yang
dibutuhkan untuk pengembangan BUM Desa di desa saat ini sangat
terbatas, baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Pengelolaan SDM menjadi
sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah
BUM desa. manajemen SDM dapat dimulai dari perencanaan SDM,
analisis pekerjaan, rekruitmen (penarikan karyawan), seleksi, orientasi,
sampai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta
seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya
kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan
berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti
sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi
yang mengelola sumberdaya alam (SDA).
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Potensi SDM melalui BUM Desa, partisipasi masyarakat menjadi
modal sosial yang mampu memperkuat potensi-potensi desa. BUM Desa
dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya kelompokkelompok minat
dalam masyarakat (kelompok pertanian, kelompok lingkungan hidup,
kelompok ekonomi produktif).
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala
pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut.
Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management yang
matang. Padahal, BUMDes sudah menjadi program nasional Pemerintah
Pusat.
Dalam sistem pembangunan Desa, ada beberapa strategi
pengembangan ketahanan masyarakat Desa. Strategi tersebut adalah
dengan memahami dan menggerakkan masyarakat melalui keterlibatan
langsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kualitas sumber
daya manusia dalam proses pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.
adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:
1) Pendekatan terhadap masyarakat Desa,mengenali lapis-lapis sosial
ekonomi dan sosial politik setempat, dan mendekati kelompok-
kelompok strategis atau dominan di Desa tersebut.
2) Pendamping tinggal di lokasi dampingan selama beberapa waktu
untuk hingga pemahaman yang utuh tentang kompleksitas kondisi
dan masalah di desa serta kelompok yang didampingi.
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3) Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada lokasi program
yang akan melanjutkan peran, fungsi dan tugas-tugas pendamping
dimasa yang akan datang.
4) Pengembangan kelembagaan komunitas yaitu upaya
mengembangkan suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif
menampung kebutuhan serta arpirasi warga kelompok-kelompok
yang telah didampingi dan merupakan benuk pengembangan lebih
lanjut pengorganisasian kelompok.
5) Menjaga kerjasama lintas pelaku dengan pemerintah.
Keseluruhan, strategi pengembangan ketahanan ini mebutuhkan
langkah-langkah kongkrit dan programik agar dapat sinambung dengan
agenda pemberdayaan secara umum. Langkah kongkrit dan program
tersebut di desain untuk meningkatkan daya kritis masyarakat Desa baik
dalam memandang kehidupannya sendiri maupun terhadap lingkungan
yang lebih luas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapakan
akan memberikan pemahaman secara efektif dan mendalam serta mampu
menumbuhkan kualitas sumber daya manusia untuk kemudian mampu
mengelola umber daya yang ada di Desa terkhusus untuk
keberlangsungan BUM Desa.
sebagai Desa yang telah mendirikan dan mengelola BUM Desa,
Desa Bangun Jaya memiliki 6 (enam) pengelola yang tercantum dalam
pelaksana operasioanal BUM Desa “Harapan”.
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“Pengangkatan pengurus berdasarkan orang-orang yang di anggap cakap
dan memiliki keahlian dalam mengelola unit usaha yang ada” (wawancara
bersama Manager BUM Desa “Harapan” Tanggal 17 Juli 2017).
Dalam pengangkatan pengelola BUM Desa di Desa Bangun Jaya
tidak terlalu mengalami kesulitan hal ini dikarenakan animo atau perhatian
masyarakat terhadap lembaga ekonomi tersebut sangat menarik untuk
dikembangkan selain itu dengan adanya BUM Desa terseut mampu
membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.
Lain halnya dengan Desa Tarengge, berdasarkan pengakuan kepala
Desa “masyarakat masih kurang dalam memahami BUM Desa. sehingga
saya masih kesulitan dalam merekrut pengurus yang memiliki kapasitas
dan tanggung jawab dalam mengelola BUM Desa nantinya”. (wawancara
bersama Kepala Desa Tarengge di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli
2017).
Dalam sebuah organisasi kapabilitas sumber daya manusia sangat
diperhitungkan karena hal ini yang akan menjadi tolak ukur eksistensi dari
sebuah organisasi. Seperti halnya BUM Desa sebagai lembaga yang
bergerak di bidang kewirausahaan sangat membutuhkan orang-orang
yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk mengelola BUM Desa.
e. Modal
Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang
dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi
dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat
dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa
sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Untuk mengembangkan
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usaha BUM Desa, Desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal
kepada BUM Desa yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan
dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal harus
mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas
BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan
BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal Desa merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan.Modal BUM Desa terdiri atas Penyertaan
Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat. Penyertaan Modal Desa,
terdiri atas:
 Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;
 Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;
 Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;
 Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
Sedangkan, Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari
tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Untuk
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mengembangkan Usaha BUM Desa, Desa selanjutnya dapat menambah
penyertaan modal kepada BUM Desa yang dialokasikan melalui anggaran
pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal
harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan
kapasitas BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya.
“Dari penyertaan modal kami pemerintah Desa sangat bergantung dari
persetujuan Pemerintah Daerah untuk mencairkan dana untuk
dialokasikan untuk modal pembentukan dan pendirian BUM Desa Desa
kami lumayan banyak potensi dan krativitas masyarakat untuk membuat
usaha baru contohnya untuk penyewaan tenda pengantin atau acara-
acara lainnya. Berdasarkan hitung-hitungan keuntungan lumayan banyak
omzet yang akan di dapatkan. Kami telah mengusulkan ke pemerintah
daerah untuk segera diberikan modal. Tapi masih sulit untuk mencairkan
dana tersebut” (wawancara dengan Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak
Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli 2017 ).
Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa Desa masih
bergantung padaPemerintah Daerah untuk penyertaan modal untuk
merealisasikan pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dalam hal ini
Desa masih berharap pada Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui
mekanisme APB Desa.
“Penyertaan modal akan dilaksankan di Tahun 2018, dengan cara
mengikuti langkah-langkah yang telah disepakati yaitu pembentukan
pengurus Bum Desa, pemberian nama BUM Desa dan ada AD/ART BUM
Desa ”.
Adapun alur penyertaan modal sebagai berikut:
“Ada di RKPDes baru masuk dalam APBDes kemudian penyerahan dana
melalui berita acara, daftar hadir, kwitansi lalu di transfer ke rekening
bumdes. Sebelumnya bumdes harus buka rekeningyang di tanda tangani
oleh ketua dan bendahara”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak
Subhan, SP di sekretariat P3MD tanggal 18 Oktober 2017).
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BUM Desa “Harapan” merupakan BUM Desa yang telah menerima
penyertaan modal yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bangun
Jaya Nomor 23 tahun 2016 tentang bantuan penyertaan modal
pemerintah Desa kepada BUM Desa “Harapan”, memberikan bantuan
dana penyertaan modal kepada pengurus BUM Desa sebagai pengelola
unit-unit usaha sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).
Dari pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung pembentukan
BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur ada beberapa hal yang menjadi
faktor penghambat dalam merealisasikan pembentukan lembaga ekonomi
BUM Desa.
“Kalau dari pemerintah daerah terkhusus dinas tidak memiliki hambatan
dalam mendorong desa dalam pembentukan bumdes. Tapi kendala yang
justru dari desa itu sendiri karena desa belum memahami bumdes secara
mendalam.”(Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Bapak Halsen, S.IP, MM. 06 Juli 2017 di kantor
Dinas PMD)
Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah daerah
dalam hal ini Dinas terkait tidak menemukan masalah yang signifikan
terkait proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Dinas
menganggap hal yang justru mempunyai masalah adalah di tingkat Desa
itu sendiri. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tarengge
sebagai desa yang belum membentuk BUM Desa.
“Ada beberapa masalah di Desa terkait proses pembentukan BUM Desa
di Desa Tarengge, diantaranya yaitu karakter masyarakat yang acuh
terhadap program-program pemerintah, kurangnya kreatifitas masyarakat,
kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUM Desa dan belum adanya
sosialisasi dari dinas terkait untuk memberikan pemahaman ke Desa
tentang pentingnya BUM Desa. Dari dinas hanya sekedar menghimbau
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Desa untuk membentuk BUM Desa.” (wawancara dengan Kepala Desa
Tarengge, Bapak Anwar, S.Pd. 17 Juli 2017 di kantor Desa Tarengge).
Dari pernyataan Kepala Desa diatas ada beberapa masalah yang
dijumpai Desa dalam proses pembentukan BUM Desa hal tersebut sejalan
dengan pernyataan kepala Dinas. Namun dalam penyampaian kepala
desa, Dinas terkait belum melakukan melaksanakan tugasnya yaitu untuk
memberikan pemahaman dan pendampingan ke tiap-tiap Desa untuk
mendalami BUM Desa. Hanya perintah/himbauan pembentukan BUM
Desa saja yang telah dilakukan. Pemberian pemahaman tersebut sangat
dibutuhkan Desa untuk menggali lebih dalam lagi mengenai manfaat BUM
Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
Selain masalah yang diatas Tenaga Ahli mengungkapkan ada tiga
alasan kenapa ada Desa yang belum dan tidak mau mendirikan BUM
Desa yaitu:
1. Regulasi yang tidak mendukung.
2. Sumber daya manusia yang tidak memadai.
3. Kemauan dari kepala Desa.
Berikut adalah kutipan wawancaranya:
“Kendala yang kami temui ada banyak. Yang pertama, mengenai Perbup
yang mendukung, tentang pembiayaan. Penyertaan bumdes masuk di
pembiayaan. Jika masuk dipembiayaan berarti dikurangi 30 % dari 70%
masuk di SILTAP (penghasilan tetap) jika itu dimasukkan otomatis gaji
dari kepala desa dan jajarannya berkurang. Contohnya 100 juta berarti
ada pengurangan 100 ribu per perangkat tiap bulan artinya regulasi yang
tidak mendukung. Tapi di kabupaten lain dia tetap masuk di
pemberdayaan artinya tidak mempengaruhi 30 % itu. Perbup untuk
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bumdes belum ada tapi perbup untuk penyusunan anggaran apbdes yang
ada. Kedua, Faktor sdm untuk menjadi pengurus. Ketiga, Kemauan dari
kepala Desa karena BUM Desa adalah lembaga bisnis jadi tidak ada
keuntungan untuk kepala Desa.” (Wawancara bersama Tenaga Ahli
Bapak Subhan, SP. Di sekretariat P3MD, Tanggal 18 Oktober 2017)
Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa hambatan yang
menjadi tolak ukur dari Tenaga Ahli dalam proses pembentukan BUM
Desa di Kabupaten Luwu Timur.
4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Usaha
Milik Desa di Kabupaten Luwu Timur
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun
2011 tentang perubahan kedua atas Peaturan daerah Nomor 4 tahun
2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat,
Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai kewenangan
melaksanakan tugas terkait urusan otonomi di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi dan tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mempunyai fungsi sebai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan Desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan Desa.
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4. Pengeloaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan
kepegawaian perlengkapan dan peralatan.
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMD
Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, maka ditetapkan strategi
sebagai berikut:
a) Sasaran 1 : Meningkatnya kapasistas sumber daya aparatur
pemerintahan Desa dan Kelurahan.
b) Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah
Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan Desa dan Kelurahan.
c) Sasaran 3 : Meningkatnya kapasistas dan partisipasi
kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan
Kelurahan.
d) Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan
teknologi tepat guna bagi masyarakat Desa.
e) Sasaran 5 : Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi
masyarakat dan penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat
Penjabaran diatas merupakan poin-poin sasaran yang ingin
dicapai DPMD tahun 2016-2017. Dari 5 (lima) poin sasaran yang ada
sasaran nomor 5 (lima) adalah penjabaran yang berkaitan dengan BUM
Desa sebagai lembaga sosial ekonomi. Adapun perkembangan mengenai
penguatan lembaga sosial ekonomi di Desa adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.11
Indikator Kinerja DPMD Terkait Lembaga Ekonomi Desa
Penjelasan:
Pada tahun 2016, realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100%,
pada kegiatan ini difokuskan untuk pembentukan 11 Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) dengan 11 Desa sebagai pilot project. 11 BUM Desa ini
mendapatkan pendampingan dalam focus grup discusion potensi Desa,
dan bimbingan dalam pembuatan AD/ART.
 Hambatan/kendala: tidak semua Desa mempunyai keinginan
membentuk BUM Desa karena mereka lebih kearah pembangunan
dalam pembiayaan dana Desa mereka.
 Solusi/pemecahan masalah: untuk tahun ini masih tetap dilakukan
pilot project untuk pembentukan BUM Desa dengan memfasilitasi
Desa tersebut untuk membentuk BUM Desa.
Data diatas adalah data yang penulis rangkum dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2016. Dari hasil wawancara












2 klp 10 % 9 % 90 %
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daerah dalam hal ini DPMD telah lakukan, sehingga persentase target,
realisasi dan capaian dapat terlihat pada tabel tersebut.
“Usaha yang telah kami tempuh untuk merealisasikan terbentuk dan
berdirinya BUM Desa yaitu sosialisasi secara bertahap, rapat koordinasi
dengan kepala desa se-kabupaten Luwu Timur dan menyurati tiap Desa
untuk segera membentuk BUM Desa. Dari proses sosialisasi Tahun 2015
sudah ada lima Desa yang telah mendirikan BUM Desa dan masih
berjalan sampai sekarang.”. (wawancara bersama Kepala Dinas PMD
Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).
Hasil wawancara yang dilakukan bersama Tenaga Ahli Kabupaten
Luwu Timur mengungkapkan bahwa:
“Sampai sekarang bumdes yang terbentuk baru 24 kami selalu
mensosialisasikan bagaimana tahun 2017 sudah mempersiapkan
pembentukan bumdes dalam artian sudah ada Perdes, sudah ada
pengurus, ada ad/art. Terus kita harapkan juga tahun ini sudah ada
pelatihan pengurus bumdes kemudian tahun berikutnya penyertaan modal
ke tiap-tiap bumdes.” (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan,
Sp. Di sekretariat P3MD Luwu Timur. Tanggal 18 Oktober 2017).
Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini
pemerintah daerah hanya sekedar menghimbau Desa untuk membentuk
Desa sebagaimana alur yang telah ditetapkan dan berpedoman pada
Permendesa No 4 Tahun 2015.
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDesa. Yang bersumber
dari Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi di tingkat provinsi adalah
sebagai berikut:
1. Kabupaten Luwu Timur 100% penggunaan Aplikasi SISKEUDES.
2. Kabupaten Luwu Timur baru ada 5 desa yang melaporkan
pembentukan BUMDesa.
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3. Total asset Kabupaten Luwu Timur sudah berkembang.
4. Omset BUMDesa Kabupaten Luwu Timur masih rendah.
5. Untuk PAD Kabupaten Luwu Timur masih minim.
6. Kabupaten Luwu Timur ada 3 Kecamatan dan 6 Desa yang belum
melaporkan Penggunaan Dana Desa.
4.4.1 Memberikan Hibah/atau Akses Permodalan
Berrdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 sumber permodalan BUM
Desa yaitu:
1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas
a. Penyertaan modal Desa.
b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
Penyertaan modal Desa yang dimaksud adalah:
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa.
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa.
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai
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kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB
Desa.
d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
“Alur penyertaan modal yaitu, ada di RKPDes baru masuk dalam APBDes
kemudian penyerahan dana melalui berita acara, daftar hadir, kwitansi lalu
di transfer ke rekening bumdes. Sebelumnya bumdes harus buka
rekeningyang di tanda tangani oleh ketua dan bendahara”. (wawancara
bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, Sp. Di sekretariat P3MD Luwu
Timur. Tanggal 18 Oktober 2017).
Penyertaan modal yang telah dicairkan oleh pemerintah daerah
untuk 5 (lima) Desa yang telah membentuk dan mengoperasikan BUM
Desanya. Seperti di Desa Bangun Jaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus
juta rupiah) yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pengurus
BUM Desa “Harapan” sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala
Desa Bangun Jaya No 23 tahun 2016 tetang bantuan penyertaan modal
pemerintah Desa kepada BUM Desa “Harapan”.
Untuk Desa-desa yang dalam tahap perencanaan dan
pembentukan penyertaan modal selanjutnya di tahun 2018.
Berikut adalah gambaran Bum Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya
mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran (Buku Kas BUM Desa)
yang menggambarkan perputaran modal serta keuntungan yang




Buku Kas Umum BM Desa Harapan
No Bulan/Tahun Uraian Saldo
1 Desember 2016
















Saldo tunai pada bulan ini Rp. 5.797.701
Pendapatan /jasa pada
bulan ini Rp. 1.076.464
Sumber: Buku kas Bumdes “harapan” Desa Bangun Jaya
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pendapatan tiap bulan BUM
Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya masih terlihat belum signifikan
dikarenakan pendapatan yang belum meningkat bahkan mengalami
penurunan.
4.4.2 Melakukan Pendampingan Teknis dan Akses ke Pasar
1. Sosialisasi
Sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses yang
membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-
tengah masyarakat. Seseorang dikatakan telah melakukan sosialisasi
dengan baik, apabila ia bukan hanya menampilkan kebutuhannya sendiri
saja, tetapi juga memerhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain.
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Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai
proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma
serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk
berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.
Usaha yang ditempuh pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam
mendorong pembentukan BUM Desa secara efektif dan efisien serta
sebagai sarana penyebarluasan terkait BUM Desa adalah dengan
melakukan sosialisasi, adapun tujuan dari sosialisasi tersebut untuk
memberikan pemahaman mendalam ke tiap-tiap Desa. selain itu
diharapkan aparatur Desa atau pihak yang mengikuti sosialisasi mampu
mengimplementasikan pemahaman yang didapatkan untuk menjadi solusi
atas permasalahn yang dihadapi Desanya masing-masing.
“Sosialisasi yang telah dilakukan tahun 2015 berhasil membentuk 5
bumdes yang telah berjalan sampai saat ini dan 16 desa yang masih
dalam tahap perancangan.” wawancara bersama Kepala Dinas PMD
Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).
Hal serupa juga disampaikan oleh tenaga ahli bidang TTAG.
“Sampai saat ini sudah 10 kecamatan yang telah melakukan sosialisasi
dan untuk tingkat Desa sudah sering dilakukan oleh Pendamping Desa”.
(wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, SP di sekretariat P3MD
tanggal 18 Oktober 2017).
Dari hasil wawancara tersebut Pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta Tenaga Ahli telah
melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa.
Untuk Desa Tarengge dan Bangun Jaya berdasarkan hasil
wawancara sama-sama mengakui masih kurangnya sosialisasi yang telah
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dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pemahaman
kepada masyarakat.
“Belum ada bentuk pendampingan dari pemerintah daerah termasuk
sosialisasi terkait BUM Desa, kami belajar secara otodidak dengan
mencari dan menggali informasi dari internet.” (wawancara bersama
Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun
Jaya. Tanggal 17 Juli 2017).
Hal serupa juga di ungkapkan oleh kepala Desa Tarengge sebagai
Desa yang masih merintis dari nol BUM Desanya.
“Kami masih membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah
maupun pendamping Desa untuk merealisasikan pembentukan BUM
Desa, mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa terkait
pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.”(wawancara bersama Kepala
Desa Tarengge, Bapak Anwar, S.Pd. Di Kantor Desa Tarengge Tanggal
17 Juli 2017).
Kemampuan Desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri
yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya Desa sangat penting
bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat miskin
Desa. BUM Desa tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja, BUM Desa
adalah usaha yang bersifat kolektif karena BUM Desa mengandung unsur
bisnis sosial.
2. Rapat Koordinasi
Selain sebagai fungsi fasilitator, pemerintah daerah dan desa juga
menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDes untuk
menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan aturan ataupun
berita dari pusat yang diharapkan sesegera mungkin bisa
diimplementasikan di dalam BUMDes. Informasi yang diberikan kepada
pihak desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pelaksana
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BUMDes khususnya dan masyarakat desa pada khususnya untuk
mendorong kreatifitas mereka menuju kesejahteraan masyarakat yang
mereka harapkan.
Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah dalam hal
pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten
sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan
Usaha Milik Desa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan,
sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi
dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai
ketentuan AD/ ART. Dalam fungsi monitoring dan evalaluasi ini juga,
pemerintah bersama-sama dengan dewan komisaris, dewan penasihat
(Kepala Desa), dan masyarakat sama-sama ikut mengawasi berjalannya
pengelolaan BUMDes untuk kemudian bersama-sama juga memberikan
laporan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat lewat
pengesahan laporan pertanggungjawaban BUMDes dia akhir periode atau
setiap akhir tahun.
Rapat yang dilakukan bersama kepala Desa bertujuan untuk
membangun kesepahaman bersama Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar
tidak ada lagi Desa yang tidak membentuk BUM Desa.
“salah satu kendala yang muncul yaitu adanya kepala Desa yang tidak
ingin membentuk BUM Desa, hal ini dilatar belakangi karena BUM Desa
adalah lembaga bisnis. Sehingga tidak ada keuntungan yang didapatkan
oleh kepala Desa.” (wawancara bersama Tenaga Ahli Kabupaten Luwu
Timur)
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Hal itulah yang melatar belakangi perlu diadakannya rapat koordinasi
bersama tiap kepala Desa. Yang diharapkan dalam rapat tersebut yaitu
kepala Desa menyampaikan kendala-kendala yang muncul di internal
maupun eksternal Desanya terkait pembentukan BUM Desa.
Dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pendamping
Desa menghaslkan 3 (tiga) poin yang akan direalisasikan yaitu:
1. Akan ada bantuan dari provinsi yaitu berupa bantuan permodalan
sebesar 50 juta rupiah.
2. Banyak kegiatan yang nantinya akan berurusan dengan BUM Desa.
3. Tahun ini semua Desa harus sudah membentuk BUM Desa di
maing-masing Desanya.
Berdasarkan 3 (tiga) poin tersebut merupakan batu loncatan untuk
Desa agar segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut
tahun 2018.
3. Secara Administratif
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu
melalui jalur administratif yaitu menyurati tiap Desa untuk segera
membentuk BUM Desa.
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4.4.3 Memprioritaskan BUM Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA)
BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan
melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam
menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu
ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata
perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang
terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat
beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan
karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing
desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan
Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas berdirinya
BUMDes.
Karakteristik lokal yang dimaksud yaitu dalam perencanaan unit
usaha sebaiknya lebih dahulu menganlisis mengenai hal yang disediakan
oleh alam atau sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi dan
mendukung untuk dikembangkan melalui BUM Desa.
“Potensi yang dimiliki daerah ada banyak ada di bidang pertanian, jasa,
pariwiwsata. Tapi yang ada saat ini dibidang jasa, konveksi, pencucian
mobil. Tapi yang paling banyak di bidang pertanaian sebagai sumberdaya
pendukung bumdes”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Kabupaten Luwu
Timur).
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Di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data mengenai jumlah
rancangan unit usaha yang dikembangkan ada sekitar 20 unit usaha yang
memanfaatkan sumber daya alam dari 62 unit usaha yang ada, dan ada
sekitar 5 (lima) Desa yang tidak bergerak dalam pemanfaatan sumber
daya alam.
Dari uraian mengenai peran Pemerintah Daerah dalam
mendorong pembentukan BUM Desa masalah yang paling signifikan yaitu
tidak adanya Tenaga Ahli yang mebidangi BUM Desa.
“Sebenarnya tenaga ahli di bidang bumdes belum ada. Ada 6 TA (tenaga
ahli PMD, tenaga ahli pembangunan, tenaga ahli TTAG) mau tidak mau
yang ada itu yang mengambil tupoksi mengenai BUM Desa, di tingkat
kecamatan juga masih kurang pendamping Desa dimana seharusnya tiap
Desa memiliki satu pendamping lokal Desa”.
Dari pernyataan tersebut Tenaga Ahli dan pendamping lokal Desa
sebagai fasilitator pembentukan BUM Desa harus berbagi tugas untuk
menyukseskan BUM Desa di tiap Desa. sebagaimana langkah kerja
Pendamping Desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan
BUM Desa yaitu, fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dalam rangka
pembentukan dan pengembangan BUM Desa, fasilitasi promosi dan
sosialisasi manfaat pendirian BUM Desa, fasilitasi pendirian BUM Desa,
fasilitasi pengembagan kapasitas pengelola BUM Desa, fasilitasi
pengembangan usaha BUM Desa, fasilitasi pengembangan modal usaha
BUM Desa dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha
BUM Desa.
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Dari pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi dan peran
pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan BUM Desa di
Kabupaten Luwu Timur, secara garis besar perbedaan Desa yang
memiliki BUM Desa dengan Desa yang belum memiliki BUM Desa belum
terlihat secara signifikan. Hal ini berdasarkan tiga responden yang
memiliki pendapat yang sama yaitu Kepala Dinas Peberdayaan
Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli TTAG dan Kepala Desa Bangun Jaya.
“Perbedaan desa yang memiliki dengan desa yang belum memliki BUM
Desa belum terlihat perbedaannya untuk pemasukan PADes-pun belum
ada”(wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di
kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).
“Perbandingannya belum terlihat secara signifikan untuk
pengimplementasian tujuan dan manfaat juga belum terlihat, sampai saat
in BUM Desa belum memiliki pemasukan untuk PADes kami masih fokus
di kesejahteraan pengelola dari 6 orang pengelola 3 orang telah diberikan
upah yang sesuai dan selebihnya kami masih berusaha untuk
memberikan upah yang sama”(wawancara dengan Kepala Desa Bangun
Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli
2017).
Dari pernyataan diatas terlihat bahwa BUM Desa di Kabupaten
Luwu Timur belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan tujuan dan manfaat




Berdasarkan uaraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil
penelitian dan pembahasan mengenai analisis pembentukan BUM Desa
di Kabuapten Luwu Timur. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil
penelitiandan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai
masukan bagi semua kalangan sehinggabermanfaat pada penulisan
selanjutnya.
5.1 Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya BUM Desa
diKabupaten Luwu Timur meliputi inisiatif pemerintah Desa, potensi
ekonomi Desa, sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia
yang mampu mengelola BUM Desa dan modal. Hal in berdasar pada
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian,
pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik
Desa. Dalam analisis tersebut ada beberapa faktor yang masih
dianggap kurang dalam pembentukan BUM Desa di Kabupaten
Luwu Timur yaitu, masih kurangnya analisis potensi ekonomi Desa,
analisis sumber daya alam yang tidak tersentuh, kuranganya sumber
daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya
dalam mendorong terbentuknya BUM Desa dengan berdasar pada
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Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
Memberikan hibah dan/atau akses permodalan, Melakukan
pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan Memprioritaskan
BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
memberikan hibah/akses permodalan dilakukan dengan memberikan
modal kepada 5 (lima) Desa yang telah mendirikan BUM Desa serta
mendorong Desa untuk segera membentuk BUM Desa untuk segera
mendirikan BUM Desa agar di tahun 2018 tiap Desa mendapatkan
penyertaan modal. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke
pasar dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan secara
administratif atau menyurati tiap Desa untuk segera membentuk
BUM Desa. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber
daya alam dilakukan melalui memberikan pemahaman kepada setiap
Desa bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan kebutuhan
pokok dalam pemebntukanBUM Desa.
5.2 Saran
1. Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa bersama
masyarakat agar dapat bekerjasama dalam menganalisis potensi
yang dimiliki untuk mendorong pembentukan BUM Desa terutama
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analisis mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia
agar BUM Desa dapat berjalan secara optimal.
2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi BUM
Desa yang telah dilakukan. Salah satu yang perlu ditingkatkan yaitu
dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha
melalui BUM Desa kepada masyarakat, memberikan pelatiahan
secara kreatif fdan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin
canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal. Pemerintah
daerah perlu membuat regulasi khusus (Peraturan Bupati) terkait
BUM Desa sehingga pelaksanaan BUM Desa dapat berjalan secara
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